BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Pajak merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dimana dalam era otonomi daerah saal ini perannya semakin penting. Dengan
adanya Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000, diharapkan
pemerintah Kabupaten Bantul dapat meningkatkan potensi pajak daerahnya. Hasil
analisis potensi pajak daerah sebagai sumber PAD Kabupaten Bantul sebelum dan

sesudah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000

memberikan beberapa kesimpulan yaitu :

1). Potensi efisiensi pajak daerah Kabupaten Bantul sebagian mengalami
penurunan. Penurunan efisiensi ini terlihat dar tidak tercapainya target rata-
rata pajak daerah yang ditentukan. Tidak tercapainya target rata-rata pajak
daerah tersebut terjadi pada pajak hotel dan restoran, pajak hiburan/tontonan
dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan setelah
pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000. Kondisi
ini mungkin disebabkan karena penerapan otonomi daerah terutama
desentralisasi fiskal masih dalam jangka pendek sehingga membutuhkan
beberapa penyesuaian. Terutama dalam hal penentuan target pajak daerah.
Sedangkan potensi pajak daerah yang mengalami peningkatan setelah
pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 hanya

terjadi pada pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak penggalian
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bahan golongan C. Peningkatan efisiensi ini terlihat dari tercapainya target
yang ditentukan terhadap jenis-jenis pajak daerah tersebut.

Potensi pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bantul sebagian besar
mengalami peningkatan. Walaupun efisiensi menurun, tetapi ternyata rata-
rata pertumbuhan pajak dacrah mengalami kenaikan setelah pemberlakuan
Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000, terutama untuk pajak
hotel dan restoran, pajak hiburan/tontonan, pajak reklame dan pajak
penerangan jalan. Sedangkan hanya pajak penggalian bahan golongan C dan
pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan mengalami penurunan
pertumbuhan setelah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34
Tahun 2000. Kondisi ini dimungkinkan karena kondisi ekonomi sudah
mulai membaik dibandingkan kondisi dimulainya krisis ekonomi yang terjadi
tahun 1997. Arus wisatawan asing maupun domestik mulai meningkat
dan sektor riil mulai pulih dengan meningkatkan usaha iklan melalui reklame-
reklame.

Potensi kontribusi pajak daecrah Kabupaten Bantul hampir semua mengalami
penurunan. Walaupun pertumbuhan pajak meningkat, tetapi kontribusinya
untuk penerimaan daerah ternyata mengalami perubahan, hal ini
dimungkinkan karena pos-pos penerimaan daerah lain selain pajak meningkat
baik dalam jumlah jenis penerimaan dan jumlah rupiah penerimaan lainnya.
Namun potensi kontribusi yang mengalami peningkatan atau berpotensial

hanya terjadi pada pajak penerangan jalan.
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4). Tingkat matriks potensi pajak daerah Kabupaten Bantul sebagian besar tidak

stabil baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan Undang-Undang
Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000, hal ini karena sebagian besar potensi
pajak daerah Kabupaten Bantul menunjukkan penurunan pertumbuhan atau
cenderung tidak stabil dan tidak berpotensi memberikan kontribusi kepada
pendapatan  daerah, seperti terjadi pada pajak hotel dan restoran dan pajak
hiburan/tontonan, sebelum pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor
34 Tahun 2000 tejadi pada pajak potong hewan, pajak radio, pajak bangsa
asing, pajak reklame, pajak anjing, pajak kendaraan tak bermotor dan
tunggakan pajak, sesudah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor
34 Tahun 2000 terjadi pada pajak penggalian bahan golongan C dan pajak
pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Oleh karena itu sebaiknya
pajak-pajak tersebut tidak dipungut oleh pemkab Bantul karena bila dilihat
dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian
rupa. Sedangkan penurunan potensi terjadi pada pajak penggalian bahan
golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dari
matriks berkembang sebelum, menjadi terbelakang setelah pemberlakuan
Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000. Namun satu pajak
daerah yang mengalami peningkatan potensi yaitu pajak reklame dari
terbelakang sebelum, menjadi berkembang setelah pemberlakuan Undang-

Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000.
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V.2. Saran
Beberapa saran untuk menunjang peningkatan potensi pajak daerah
sebagai sumber penerimaan PAD Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

1). Dilihat dari tidak tercapainya target rata-rata potensi efisiensi pajak
daerah yang ditentukan Pemkab Bantul, maka pemkab perlu mengkaji ulang
penyesuaian penctapan target anggaran pajak daerah yang lebih realistis  yaitu
dengan penetapan target anggaran lebih rendah.

2). Menurunnya potensi kontribusi hampir terjadi pada semua pajak daerah
Kabupaten Bantul, maka pemkab perlu menambah jenis pajak baru dan
meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah agar dapat menunjang
peningkatan potensi kontribusi penerimaan pajak daerah di masa mendatang.

3). Penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas terutama masalah alat analisis

~ untuk penelitian berikutnya.
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